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Abstract. This study aims to analyze the smart governance framework, identify regulatory and institutional
challenges, and formulate an integrative strategy for developing smart public transportation to promote
sustainable urban mobility in Makassar City. The study employed a qualitative approach using a case study
design, with data collected through in-depth interviews, observation, document analysis, and Focus Group
Discussions, while informants were selected through purposive and snowball sampling. The data were
analyzed thematically using NVivo 12 Plus and validated through source triangulation. The findings
indicate that smart governance has considerable potential to improve the effectiveness and sustainability
of public transportation in Makassar City; however, its implementation remains constrained by
institutional fragmentation, limited data integration, insufficient human resource capacity, and regulatory
frameworks that have not fully adapted to technological developments. Therefore, strengthening
institutional coordination, data interoperability, intermodal integration, regulatory harmonization, digital
capacity building among public officials, and citizen participation is essential to ensure that transportation
digitalization not only improves service delivery but also reduces private vehicle dependency, expands
accessibility, lowers emissions, and promotes an integrated, data-driven, adaptive, inclusive, and
sustainable urban mobility system.

Keywords: Smart Governance; Smart Transportation; Transport Policy; Transportation Digitalization
Urban Mobility.

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kerangka smart governance, mengidentifikasi
tantangan regulasi dan kelembagaan, serta merumuskan strategi integratif dalam pengembangan
transportasi publik cerdas untuk mewujudkan mobilitas perkotaan yang berkelanjutan di Kota Makassar.
Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara
mendalam, observasi, dokumentasi, dan Focus Group Discussion, dengan informan dipilih secara
purposive dan snowball sampling, kemudian data dianalisis secara tematik menggunakan NVivo 12 Plus
dan divalidasi melalui triangulasi sumber. Temuan studi menunjukkan bahwa penerapan smart governance
di Kota Makassar memiliki potensi meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan transportasi publik, tetapi
masih terkendala fragmentasi kelembagaan, keterbatasan integrasi data, kapasitas sumber daya manusia,
dan regulasi yang belum adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan
penguatan koordinasi kelembagaan, interoperabilitas data, integrasi antarmoda, harmonisasi regulasi,
peningkatan kapasitas digital aparatur, serta partisipasi masyarakat agar digitalisasi transportasi tidak
sekadar meningkatkan layanan, tetapi juga mengurangi ketergantungan kendaraan pribadi, memperluas
aksesibilitas, menekan emisi, dan mewujudkan mobilitas perkotaan yang terintegrasi, berbasis data, adaptif,
inklusif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Digitalisasi Transportasi; Kebijakan Transportasi; Mobilitas Perkotaan; Smart Governance;
Transportasi Cerdas.

1. LATAR BELAKANG

Latar belakang penelitian ini didasari bahwa mobilitas perkotaan di Kota Makassar
menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan penduduk
(Surya et al., 2021), urbanisasi cepat (Surya et al., 2020), dan peningkatan kebutuhan
pergerakan masyarakat (Syafaruddin, Natsir, & Syafaruddin, 2024). Permasalahan seperti
kemacetan, ketidakterpaduan moda transportasi, rendahnya kualitas layanan transportasi
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publik, serta dampak lingkungan akibat emisi kendaraan menunjukkan bahwa sistem
transportasi konvensional tidak lagi memadai (Surya, Salim, Saleh, & Suriani, 2022).
Dalam konteks tersebut, integrasi smart governance dan transportasi publik cerdas
menjadi kebutuhan strategis untuk mewujudkan mobilitas perkotaan yang berkelanjutan
(Zhu, Li, & Guo, 2025). Pendekatan ini menempatkan teknologi digital, data, dan
kecerdasan buatan sebagai instrumen utama dalam perencanaan (Alotaibi, Almasoudi, &
Alqurashi, 2025), pengelolaan (Anthony Jnr, 2025), dan pengambilan keputusan
kebijakan transportasi (Delsi Robinsha & Amutha, 2025), sekaligus memperkuat
kapasitas tata kelola pemerintah daerah dalam menjawab tantangan pembangunan kota
modern (Khan et al., 2024).

Studi literatur menunjukkan bahwa smart governance merupakan pilar utama
dalam pengembangan smart city, yang menekankan pada tata kelola pemerintahan
berbasis data, transparansi, efektivitas regulasi, serta kolaborasi lintas aktor (Aldhi et al.,
2025). Dalam sektor transportasi, smart governance berperan dalam mengintegrasikan
sistem informasi (Comandon, Boarnet, Cadiz, & Holmes, 2024), memperkuat koordinasi
antarlembaga (Novak, Novak Sedlackova, Vochozka, & Popescu, 2022), dan memastikan
kebijakan mobilitas selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (al-Hakimi,
Subbiah, Agaie, & Balan, 2023). Berbagai penelitian lainnya juga menggarisbawahi
bahwa keberhasilan transportasi publik cerdas sangat ditentukan oleh kesiapan regulasi
(Gonzalez, Ferro-Escobar, & Liberona, 2020), interoperabilitas sistem digital
(Sukmaningsih, Supangkat, Kosala, & Ranti, 2019), dan kemampuan institusi publik
dalam mengelola teknologi secara adaptif dan akuntabel (Ling, Tay, Too, & Gorod,
2019).

Literatur lain menekankan bahwa transportasi publik cerdas (smart public
transportation) memanfaatkan teknologi digital (Suresh Babu & Kowsika, 2025),
kecerdasan buatan (Kumari & Prabha, 2025), dan sistem sensor untuk meningkatkan
efisiensi, keselamatan, dan kualitas layanan (Nain & Kumar, 2024). Pemanfaatan big
data, intelligent transport systems, dan analitik berbasis Al memungkinkan perencanaan
rute yang lebih responsif, manajemen lalu lintas real-time, serta pengurangan emisi
karbon (Janarthanan, Gupta, Prasad, & Ganesh Kumar, 2024). Namun, berbagai studi
juga menunjukkan adanya kesenjangan antara inovasi teknologi dan kerangka regulasi,
khususnya di kota-kota berkembang, yang menyebabkan implementasi transportasi
cerdas belum optimal dan berkelanjutan (Pandyaswargo, Kharisma, Maghfiroh, Siregar,
& Onoda, 2025). Penelitian lainnya juga mengidentifikasi bahwa tantangan utama dalam
implementasi mobilitas cerdas tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kelembagaan (Eom,
Lee, Ko, & Lee, 2022). Fragmentasi kewenangan, tumpang tindih regulasi, serta
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keterbatasan kapasitas birokrasi menjadi hambatan signifikan dalam integrasi smart
governance dan transportasi publik (Hossin, Du, Mu, & Asante, 2023).

Meski telah ada beberapa studi yang mendiskusikan smart city, transportasi cerdas,
dan digitalisasi layanan publik, sebagian besar penelitian masih memisahkan analisis
teknologi transportasi dari dimensi regulasi dan tata kelola pemerintahan, atau hanya
menekankan aspek teknis sistem tanpa melihat implikasi kebijakan dan kelembagaan
secara komprehensif.
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Gambar 1. Research gap
Sumber: Database Scopus, 2026

State Of The Art penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang
menggabungkan smart governance, tantangan regulasi, dan praktik implementasi
transportasi publik cerdas dalam satu kerangka analisis kebijakan yang utuh pada konteks
kota besar di Indonesia. Keunggulan pemecahan masalah yang ditawarkan adalah
kemampuannya menjelaskan hubungan antara kapasitas birokrasi, desain regulasi, dan
pemanfaatan teknologi digital berbasis data dan Al dalam mewujudkan mobilitas
perkotaan berkelanjutan. Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model
konseptual smart governance transportasi publik yang kontekstual dengan karakteristik
Kota Makassar, sehingga memberikan kontribusi baru baik secara teoretis maupun praktis
bagi pengembangan kebijakan transportasi perkotaan di era digital.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini meliputi: ()
bagaimana kerangka smart governance dalam pengelolaan transportasi publik cerdas di
Kota Makassar; (b) bagaimana tantangan regulasi dan kelembagaan dalam implementasi
mobilitas perkotaan berbasis teknologi digital; serta (c) bagaimana strategi integratif yang
dapat dirumuskan untuk mewujudkan mobilitas perkotaan berkelanjutan melalui

pemanfaatan teknologi cerdas. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak
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akan model tata kelola transportasi publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi

dan mampu menjawab tantangan keberlanjutan perkotaan.

2. KAJIAN TEORITIS

Smart governance dalam pembangunan perkotaan merujuk pada pendekatan tata
kelola yang memanfaatkan teknologi informasi, data, inovasi kelembagaan, serta
kolaborasi multipihak untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan
pelayanan publik (Dobrotova, 2027; Kim Hoang, 2026; Rifaid, Abdurrahman,
Baharuddin, & Kusuma, 2023). Dalam sektor transportasi, pendekatan ini berkembang
sebagai respons terhadap kompleksitas mobilitas perkotaan yang ditandai oleh
kemacetan, pertumbuhan kendaraan pribadi, ketimpangan akses transportasi, dan tekanan
lingkungan. Integrasi teknologi digital memungkinkan pemerintah mengembangkan
sistem transportasi yang lebih responsif melalui pemanfaatan data perjalanan, sistem
informasi lalu lintas, pembayaran digital, serta platform layanan publik (Dobrotova,
2027; Kim Hoang, 2026). Dengan demikian, smart governance tidak hanya berkaitan
dengan digitalisasi layanan, tetapi juga menyangkut kapasitas pemerintah dalam
mengelola data, mengoordinasikan aktor, membangun regulasi, dan memastikan bahwa
inovasi teknologi menghasilkan mobilitas yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Literatur mengenai transportasi publik cerdas menunjukkan bahwa teknologi dapat
meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan melalui penerapan Intelligent
Transportation Systems, informasi perjalanan secara waktu nyata, sistem tiket
terintegrasi, pemantauan armada, dan analisis data mobilitas. Teknologi tersebut
memungkinkan operator dan pemerintah melakukan pengelolaan rute, jadwal, kapasitas,
serta kondisi lalu lintas secara lebih adaptif. Namun, kecerdasan sistem transportasi tidak
hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, melainkan juga oleh kemampuan institusi
dalam mengintegrasikan berbagai sumber data dan sistem pelayanan (Beba & Oztiirk,
2026; Rijavec, 2027). Ketika sistem transportasi dikembangkan secara terfragmentasi,
manfaat teknologi cenderung terbatas karena informasi, layanan, dan pengambilan
keputusan tidak terhubung secara optimal. Oleh karena itu, integrasi kelembagaan dan
interoperabilitas data menjadi elemen penting dalam membangun transportasi publik
cerdas.

Aspek regulasi menjadi salah satu faktor penting dalam integrasi smart governance
dan transportasi publik cerdas. Perkembangan teknologi transportasi sering kali bergerak
lebih cepat dibandingkan kemampuan regulasi dalam mengantisipasinya, sehingga
muncul berbagai persoalan terkait standar layanan, pengelolaan data, privasi, keamanan

informasi, integrasi antarmoda, pembagian kewenangan, dan hubungan antara
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pemerintah dengan operator transportasi. Regulasi yang terlalu sektoral dapat
menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan menghambat integrasi sistem transportasi,
sedangkan regulasi yang terlalu umum dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam
penerapan teknologi baru (Kumar et al., 2026; Naik et al., 2025). Literatur menunjukkan
bahwa tata kelola transportasi cerdas membutuhkan kerangka regulasi yang adaptif,
mampu mengikuti perkembangan teknologi, tetapi tetap memberikan kepastian hukum,
perlindungan pengguna, serta standar pelayanan publik (Lestaluhu, Baharuddin, &
Wance, 2023; Lin et al., 2024; Luth, Kismartini, Lituhayu, Maswati, & Baharuddin,
2023).

Dalam konteks Kota Makassar, integrasi smart governance dan transportasi publik
cerdas menjadi semakin relevan seiring pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi,
ekspansi kawasan perkotaan, dan meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat
(Syafaruddin & Masse, 2026). Pengembangan transportasi publik perlu didukung oleh
tata kelola yang mampu menghubungkan pemerintah daerah, operator transportasi,
masyarakat, sektor teknologi, serta pemangku kepentingan lainnya dalam satu ekosistem
mobilitas. Tantangan utamanya tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur dan teknologi,
tetapi juga fragmentasi kewenangan, integrasi regulasi, interoperabilitas data, kapasitas
kelembagaan, dan konsistensi implementasi kebijakan. Karena itu, literatur menunjukkan
perlunya pendekatan tata kelola yang kolaboratif dan adaptif, dengan regulasi yang
mampu mengakomodasi inovasi, sistem data yang terintegrasi, serta orientasi pelayanan
yang menempatkan kebutuhan pengguna sebagai pusat kebijakan. Kerangka tersebut
dapat menjadi dasar untuk memahami bagaimana Kota Makassar dapat membangun

sistem mobilitas perkotaan yang lebih cerdas, terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif
dengan desain studi kasus, dipilih karena mampu menggali secara mendalam
kompleksitas tata kelola, kebijakan, dan dinamika aktor dalam konteks yang spesifik.
Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami proses, makna, serta relasi
kekuasaan yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui data kuantitatif. Teknik
pengumpulan data meliputi wawancara mendalam (in-depth interviews) untuk menggali
pandangan, pengalaman, dan interpretasi para aktor kunci, observasi untuk menangkap
praktik empiris dan interaksi kebijakan di lapangan; studi dokumentasi terhadap regulasi
dan kebijakan yang relevan, serta Focus Group Discussion (FGD) untuk memperoleh
perspektif kolektif dan memperkaya analisis melalui dialog antarpemangku kepentingan.
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Informan kunci dalam penelitian ini ditentukan secara purposive dan snowball
sampling, mencakup pejabat pemerintah daerah (Dinas Perhubungan Kota Makassar),
perencana kebijakan lainnya, pengelola program, pelaksana teknis, akademisi, serta
perwakilan masyarakat atau pemangku kepentingan yang terdampak langsung oleh
kebijakan. Dokumentasi yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan,
dokumen kebijakan daerah, rencana strategis dan rencana induk, laporan pelaksanaan
program, data statistik sektoral, notulen rapat, serta dokumen pendukung lainnya yang
relevan dengan fokus penelitian. Pemilihan informan dan dokumen dilakukan secara
selektif untuk memastikan data yang diperoleh kredibel dan kontekstual.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus
melalui beberapa tahapan sistematis. Tahap open coding dilakukan untuk
mengidentifikasi tema-tema awal dan konsep kunci dari hasil wawancara, observasi,
dokumentasi, dan FGD. Selanjutnya, axial coding digunakan untuk mengelompokkan dan
mengaitkan kategori berdasarkan hubungan antaraktor, kebijakan, dan praktik
implementasi. Tahap selective coding diarahkan untuk merumuskan pola utama, relasi
antarkonsep, serta konstruksi model konseptual atau kerangka analitis penelitian. VValidasi
data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai
teknik pengumpulan data guna meningkatkan kredibilitas, konsistensi, dan ketajaman

analisis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Smart Governance dan Tantangan Mobilitas Perkotaan Berbasis Teknologi Digital
di Kota Makassar

Kerangka smart governance dalam pengelolaan transportasi publik cerdas di Kota
Makassar menempatkan pemerintah daerah bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai
pengarah dan pengintegrasi berbagai aktor, teknologi, data, dan layanan mobilitas
perkotaan. Pengelolaan transportasi perlu bergerak dari pendekatan sektoral menuju tata
kelola berbasis data yang menghubungkan perencanaan rute, pengelolaan armada,
informasi perjalanan, pembayaran, pengaduan masyarakat, serta pengendalian lalu lintas.
Dalam konteks Makassar, pendekatan tersebut relevan karena pertumbuhan kawasan
perkotaan dan aktivitas ekonomi menghasilkan kebutuhan mobilitas yang semakin
kompleks, sehingga keputusan transportasi membutuhkan informasi yang akurat,
terintegrasi, dan tersedia secara waktu nyata.

Kerangka tersebut sekaligus menunjukkan bahwa keberhasilan transportasi publik
cerdas sangat bergantung pada kualitas regulasi dan kapasitas kelembagaan. Teknologi
seperti kecerdasan artifisial, big data, sensor, aplikasi mobilitas, dan sistem pembayaran
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digital tidak akan menghasilkan perubahan signifikan apabila masih terdapat fragmentasi
kewenangan, sistem data yang tidak terhubung, serta regulasi yang belum mampu
mengikuti perkembangan teknologi. Karena itu, smart governance di Makassar perlu
dibangun melalui keterpaduan antara regulasi, kelembagaan, data, teknologi, dan
partisipasi masyarakat, sehingga transformasi digital tidak berhenti pada digitalisasi
layanan, tetapi menghasilkan sistem mobilitas yang lebih efektif, inklusif, transparan, dan
berkelanjutan.

Implementasi mobilitas perkotaan berbasis teknologi digital di Kota Makassar tidak
hanya menghadapi persoalan teknis, tetapi juga tantangan regulasi dan kelembagaan yang
menentukan keberhasilan integrasi sistem transportasi. Kompleksitas aktor,
perkembangan teknologi yang cepat, ketidakterpaduan data, serta keterbatasan kapasitas
kelembagaan menjadi faktor yang perlu diatasi agar digitalisasi transportasi dapat

menghasilkan layanan publik yang efektif dan berkelanjutan.

3 /Tagtangan Utama._
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Gambar 2. Tantangan Mobilitas Perkotaan Berbasis Teknologi Digital di Kota
Makassar
Sumber: Diolah peneliti dengan Nvivo, 2026

Implementasi smart governance dalam mobilitas perkotaan Kota Makassar pada
dasarnya menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pengelolaan transportasi yang
bersifat konvensional menuju tata kelola yang berbasis data, teknologi, dan kolaborasi.
Namun, transformasi tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai proses digitalisasi
layanan transportasi, karena persoalan mobilitas Makassar berkaitan dengan struktur
kelembagaan, pola penggunaan ruang, perilaku masyarakat, kapasitas pelayanan publik,
dan kepentingan ekonomi yang saling berinteraksi. Kehadiran teknologi seperti sistem
pemantauan lalu lintas, aplikasi transportasi, pembayaran digital, dan analitik data
memang dapat meningkatkan efisiensi, tetapi manfaatnya sangat bergantung pada
kemampuan pemerintah mengintegrasikan teknologi tersebut ke dalam proses

perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, persoalan utama bukan lagi



Integrasi Smart Governance dan Transportasi Publik Cerdas: Tantangan Regulasi dan Implementasi
Mobilitas Perkotaan Berkelanjutan di Kota Makassar

apakah teknologi tersedia, melainkan apakah teknologi tersebut mampu memperbaiki
kualitas tata kelola transportasi secara nyata.

Fragmentasi kewenangan menjadi salah satu persoalan paling mendasar dalam
pengembangan mobilitas cerdas di Makassar. Transportasi perkotaan melibatkan
pemerintah kota, pemerintah provinsi, instansi teknis, operator angkutan, pengelola
infrastruktur, serta sektor swasta, yang masing-masing memiliki kepentingan, sumber
daya, dan basis kewenangan berbeda. Kondisi tersebut dapat menghasilkan kebijakan
yang sektoral dan kurang terkoordinasi, terutama ketika perencanaan jaringan transportasi
tidak sepenuhnya terhubung dengan kebijakan tata ruang, pembangunan kawasan
permukiman, dan pusat-pusat aktivitas ekonomi. Secara Kkritis, persoalan tersebut
menunjukkan bahwa teknologi tidak otomatis menyelesaikan masalah koordinasi;
bahkan, digitalisasi dapat memperkuat fragmentasi apabila setiap institusi membangun
platform dan basis data sendiri. Karena itu, smart governance membutuhkan arsitektur
kelembagaan yang mampu memastikan bahwa teknologi digunakan dalam sistem tata
kelola yang terintegrasi.

Persoalan berikutnya terletak pada kesenjangan antara perkembangan teknologi dan
kesiapan regulasi. Mobilitas perkotaan berkembang melalui penggunaan kecerdasan
artifisial, analisis big data, aplikasi berbasis lokasi, pembayaran elektronik, serta berbagai
platform mobilitas, sementara regulasi sering kali masih berorientasi pada pola
transportasi konvensional. Ketidaksesuaian tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan
mengenai kepemilikan data, tanggung jawab pengelola platform, perlindungan pengguna,
keamanan informasi, dan mekanisme pengawasan. Dalam konteks Makassar, regulasi
seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembatasan, tetapi juga sebagai
enabling regulation yang memberikan ruang bagi inovasi dengan tetap menjaga
kepentingan publik. Regulasi yang adaptif perlu mampu mengantisipasi perubahan
teknologi tanpa menghasilkan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat inovasi
transportasi.

Tantangan yang tidak kalah penting adalah persoalan interoperabilitas data. Sistem
transportasi cerdas membutuhkan data yang berasal dari berbagai sumber, termasuk
kendaraan, jaringan jalan, halte, pengguna, operator, dan sistem pembayaran. Apabila
data tersebut tidak menggunakan standar yang kompatibel dan tidak dapat dipertukarkan
secara efektif, pemerintah akan kesulitan membangun gambaran mobilitas kota secara
komprehensif. Kondisi ini menyebabkan pengambilan keputusan tetap bergantung pada
informasi yang parsial dan sektoral meskipun infrastruktur digital telah tersedia. Secara
kritis, keberhasilan smart governance seharusnya tidak diukur dari jumlah aplikasi atau
perangkat digital yang dimiliki pemerintah, tetapi dari kemampuan mengubah data yang
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tersebar menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menghasilkan kebijakan
transportasi yang lebih tepat, cepat, dan terukur.

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan juga menjadi faktor
yang menentukan Kkualitas implementasi. Penggunaan teknologi transportasi
membutuhkan aparatur yang mampu memahami analisis data, kecerdasan artifisial,
keamanan informasi, evaluasi kebijakan, dan desain layanan digital. Jika kapasitas
tersebut tidak berkembang sejalan dengan investasi teknologi, maka pemerintah berisiko
mengalami ketergantungan terhadap penyedia teknologi eksternal tanpa memiliki
kemampuan yang memadai untuk mengawasi, mengevaluasi, dan mengembangkan
sistem secara mandiri. Dalam perspektif tata kelola publik, kondisi tersebut merupakan
persoalan strategis karena smart governance membutuhkan institutional intelligence,
bukan sekadar infrastruktur digital. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas aparatur dan
pembentukan unit khusus yang memiliki kompetensi data serta teknologi menjadi bagian
penting dari reformasi kelembagaan transportasi Makassar.

Dari perspektif keberlanjutan, transformasi menuju transportasi publik cerdas harus
dinilai berdasarkan kemampuannya mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan
pribadi, memperbaiki efisiensi perjalanan, meningkatkan aksesibilitas, dan mengurangi
tekanan lingkungan. Digitalisasi layanan tidak secara otomatis menghasilkan transportasi
yang berkelanjutan apabila masyarakat tetap bergantung pada kendaraan pribadi dan
transportasi publik belum menawarkan kualitas layanan yang kompetitif. Bahkan,
teknologi dapat menghasilkan paradoks apabila hanya meningkatkan efisiensi perjalanan
kendaraan tanpa mengubah struktur permintaan mobilitas. Karena itu, kebijakan
transportasi cerdas Makassar perlu menghubungkan teknologi dengan kebijakan
transport demand management, integrasi antarmoda, peningkatan kualitas angkutan
umum, serta pengembangan kawasan yang mendukung mobilitas rendah emisi.

Dimensi inklusivitas juga perlu menjadi perhatian kritis dalam pengembangan
smart mobility. Sistem transportasi yang semakin bergantung pada aplikasi digital,
pembayaran elektronik, dan informasi berbasis internet dapat menciptakan hambatan baru
bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi. Jika transformasi
digital hanya dirancang berdasarkan asumsi bahwa seluruh warga memiliki perangkat,
konektivitas, dan literasi digital yang sama, maka smart governance justru berpotensi
memperlebar kesenjangan pelayanan. Karena itu, desain transportasi publik cerdas harus
mempertahankan kanal pelayanan non-digital, memperhatikan kebutuhan penyandang
disabilitas, kelompok lanjut usia, masyarakat berpenghasilan rendah, serta memastikan
informasi transportasi mudah diakses. Partisipasi masyarakat juga perlu diperkuat agar
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kebijakan tidak hanya berbasis data teknokratis, tetapi juga mempertimbangkan
pengalaman pengguna sebagai sumber pengetahuan dalam perbaikan layanan.

Secara keseluruhan, tantangan implementasi smart governance transportasi di Kota
Makassar memperlihatkan bahwa persoalan mobilitas bukan semata-mata persoalan
teknologi, melainkan persoalan kapasitas negara, koordinasi kelembagaan, kualitas
regulasi, tata kelola data, dan orientasi pelayanan publik. Model yang dibutuhkan bukan
sekadar smart transportation, tetapi ekosistem smart governance yang mampu
menghubungkan regulasi, kelembagaan, teknologi, data, operator, dan masyarakat dalam
satu mekanisme pengambilan keputusan yang adaptif. Strategi ke depan perlu diarahkan
pada penguatan kelembagaan koordinatif, harmonisasi regulasi, interoperabilitas data,
peningkatan kapasitas digital aparatur, integrasi antarmoda, dan partisipasi masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, digitalisasi transportasi dapat bergerak melampaui simbol
modernisasi teknologi dan menjadi instrumen reformasi tata kelola yang benar-benar
menghasilkan mobilitas Kota Makassar yang efisien, inklusif, aman, rendah emisi, dan
berkelanjutan.

Strategi Integratif Smart Governance untuk Mewujudkan Mobilitas Perkotaan
Berkelanjutan di Kota Makassar

Strategi integratif smart governance dalam transportasi Kota Makassar perlu
diarahkan pada penyatuan teknologi, regulasi, kelembagaan, data, dan partisipasi
masyarakat dalam satu ekosistem mobilitas. Pendekatan ini penting agar transformasi
digital tidak berhenti pada penyediaan aplikasi dan infrastruktur cerdas, tetapi mampu
menghasilkan sistem transportasi yang terintegrasi, inklusif, efisien, rendah emisi, dan

berkelanjutan.
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Gambar 3. Strategi Integratif Smart Governance untuk Mewujudkan Mobilitas
Perkotaan Berkelanjutan di Kota Makassar
Sumber: Diolah peneliti dengan Nvivo, 2026

Strategi integratif smart governance untuk mewujudkan mobilitas perkotaan
berkelanjutan di Kota Makassar perlu dipahami sebagai proses reformasi tata kelola,
bukan sekadar modernisasi teknologi transportasi. Kompleksitas mobilitas Makassar
menunjukkan bahwa persoalan kemacetan, ketidakterpaduan moda, kualitas pelayanan,
dan tekanan lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembangunan
infrastruktur atau penggunaan aplikasi digital. Teknologi perlu ditempatkan sebagai
instrumen untuk memperkuat kapasitas pemerintah dalam  merencanakan,
mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi sistem mobilitas. Dengan demikian,
keberhasilan smart governance ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan dimensi
kelembagaan, regulasi, data, teknologi, pelayanan publik, dan keberlanjutan dalam satu
kerangka kebijakan.

Penguatan integrasi kelembagaan menjadi fondasi pertama karena sistem
transportasi perkotaan melibatkan banyak aktor dengan kewenangan dan kepentingan
yang berbeda. Fragmentasi antara pemerintah daerah, instansi teknis, operator, dan
penyedia teknologi dapat menyebabkan kebijakan transportasi berjalan secara sektoral
sehingga inovasi yang dikembangkan tidak selalu terhubung dengan sistem mobilitas
secara keseluruhan. Dalam konteks Makassar, pemerintah perlu berperan sebagai
orchestrator yang membangun mekanisme koordinasi lintas sektor dan memastikan
adanya kesamaan arah dalam perencanaan transportasi. Pendekatan tersebut penting

karena smart governance pada hakikatnya bukan hanya kemampuan pemerintah
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menggunakan teknologi, tetapi kemampuan mengelola hubungan antaraktor secara
efektif untuk menghasilkan keputusan yang terintegrasi.

Integrasi data menjadi dimensi strategis berikutnya karena pengelolaan mobilitas
modern semakin bergantung pada kemampuan pemerintah membaca pola perjalanan
secara cepat dan akurat. Data mengenai pergerakan kendaraan, kepadatan jalan,
penggunaan transportasi publik, lokasi halte, pola perjalanan masyarakat, dan kondisi lalu
lintas dapat menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian rute maupun frekuensi layanan.
Namun, data yang tersebar pada berbagai institusi dan operator akan kehilangan nilai
strategis apabila tidak memiliki standar dan mekanisme pertukaran yang jelas. Karena itu,
Makassar membutuhkan tata kelola data transportasi yang menekankan interoperabilitas,
keamanan, perlindungan data pribadi, serta pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan
keputusan. Pada tahap yang lebih maju, kecerdasan artifisial dapat digunakan untuk
melakukan prediksi permintaan perjalanan dan kemacetan, tetapi penggunaannya harus
tetap berada dalam kerangka transparansi dan akuntabilitas publik.

Integrasi antarmoda juga menjadi kunci untuk mengubah perilaku mobilitas
masyarakat. Transportasi publik akan sulit menjadi pilihan utama apabila berbagai moda
masih berjalan dengan rute, jadwal, sistem pembayaran, dan informasi yang terpisah.
Integrasi harus diarahkan pada penciptaan perjalanan yang lebih mudah dari titik awal
hingga tujuan akhir, termasuk melalui konektivitas antarmoda, sistem pembayaran
terpadu, informasi perjalanan secara waktu nyata, dan fasilitas perpindahan yang nyaman.
Dalam konteks Makassar, peningkatan kualitas transportasi publik perlu disertai strategi
yang membuat perjalanan menggunakan transportasi umum lebih kompetitif
dibandingkan penggunaan kendaraan pribadi. Artinya, smart mobility tidak cukup
mengoptimalkan sistem yang ada, tetapi harus mampu menciptakan perubahan terhadap
preferensi dan perilaku perjalanan masyarakat.

Dimensi keberlanjutan harus menjadi orientasi utama dalam strategi tersebut.
Transportasi cerdas tidak dapat dikatakan berkelanjutan apabila hanya mempercepat
pergerakan kendaraan tanpa mengurangi emisi, konsumsi energi, dan tekanan terhadap
ruang perkotaan. Oleh karena itu, digitalisasi transportasi perlu berjalan bersama
pengembangan kendaraan rendah emisi, efisiensi operasional armada, peningkatan
kualitas angkutan umum, fasilitas pejalan kaki, serta konektivitas dengan moda
transportasi tidak bermotor. Pendekatan ini mengubah ukuran keberhasilan dari sekadar
kecepatan perjalanan menjadi indikator yang lebih luas, seperti pengurangan emisi,
peningkatan aksesibilitas, efisiensi energi, dan peningkatan proporsi perjalanan
menggunakan transportasi publik. Dengan perspektif tersebut, teknologi menjadi sarana

untuk mencapai keberlanjutan, bukan tujuan pembangunan itu sendiri.
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Partisipasi masyarakat merupakan aspek yang sering kali kurang mendapatkan
perhatian dalam pembangunan transportasi berbasis teknologi. Sistem yang dirancang
secara teknokratis berisiko tidak sesuai dengan pengalaman dan kebutuhan pengguna
apabila masyarakat hanya ditempatkan sebagai penerima layanan. Pemerintah Kota
Makassar perlu mengembangkan mekanisme partisipasi digital melalui pengaduan,
survei kepuasan, konsultasi publik, serta pemanfaatan data pengalaman pengguna untuk
memperbaiki layanan. Namun, partisipasi digital juga harus mempertimbangkan
kesenjangan akses teknologi agar kelompok rentan tidak semakin terpinggirkan. Karena
itu, prinsip smart governance harus menggabungkan kecerdasan teknologi dengan
kecerdasan sosial, yaitu kemampuan pemerintah memahami kebutuhan masyarakat dan
menerjemahkannya ke dalam kebijakan transportasi.

Secara keseluruhan, strategi integratif smart governance di Kota Makassar perlu
bergerak dari pendekatan berbasis proyek menuju pendekatan berbasis ekosistem.
Integrasi kelembagaan, tata kelola data, konektivitas antarmoda, keberlanjutan
lingkungan, dan partisipasi masyarakat harus ditempatkan sebagai satu kesatuan dalam
perencanaan dan implementasi mobilitas perkotaan. Tantangan terbesar bukan terletak
pada kemampuan mengadopsi teknologi, tetapi pada kemampuan pemerintah
membangun institusi yang adaptif, mengintegrasikan kepentingan berbagai aktor, dan
memastikan teknologi menghasilkan nilai publik. Dengan demikian, model smart
governance Yyang sesuai bagi Makassar adalah model yang terintegrasi secara
kelembagaan, berbasis data, adaptif terhadap teknologi, berorientasi pada pengguna, dan
kuat dalam dimensi keberlanjutan, sehingga transformasi digital benar-benar mampu
memperbaiki kualitas mobilitas perkotaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Temuan studi menunjukkan bahwa penerapan smart governance dalam mobilitas
perkotaan Kota Makassar memiliki peluang besar untuk meningkatkan efektivitas,
efisiensi, dan keberlanjutan transportasi publik, tetapi masih menghadapi persoalan
fragmentasi kelembagaan, keterbatasan integrasi data, kesenjangan kapasitas sumber
daya manusia, serta regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan
teknologi digital. Pemanfaatan data, kecerdasan artifisial, aplikasi mobilitas, dan sistem
transportasi cerdas belum optimal apabila tidak disertai koordinasi lintas lembaga,
interoperabilitas sistem, perlindungan data, dan peningkatan kapasitas pemerintah dalam
mengelola teknologi.

Temuan berikutnya menegaskan bahwa strategi integratif smart governance perlu

diarahkan pada penguatan koordinasi kelembagaan, integrasi data dan antarmoda,
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harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas digital aparatur, serta perluasan partisipasi
masyarakat. Transformasi transportasi di Makassar tidak cukup berorientasi pada
digitalisasi layanan, tetapi harus mampu mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan
pribadi, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik, serta mendukung
mobilitas rendah emisi. Dengan demikian, model smart governance yang dibutuhkan
adalah tata kelola yang terintegrasi, berbasis data, adaptif, inklusif, dan berorientasi pada
keberlanjutan untuk menghasilkan sistem mobilitas perkotaan yang efektif dan responsif

terhadap kebutuhan masyarakat.
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